KEMENTERTIAN PEN-ERANGAN
NQ«15/U+P. Djakarta,27/2-1952,.-

PERATURaN PEMENINTAH NOe 9 TAHUN 1952,
tf‘ I'_Il‘i.laG

DAFTAR SUSUNAN DAN KEFUAIKAN PANGAaT PEGAWAI NBGERI.

PRES TDLN PEPU3LIK INDONESIa

Menimbang bahwa pada waktu ini ada dua peraturan mengenail daftar su=-
sunan pengket dan kenaiken pengkat pegawal Negeri, sehinge-
ga perlu disdakan satu psraturan mengenal hal itu jang

berlalku untuk semua pegawal Negeri;

Peraturan Pbmprlntah R.I, dahulu No, 17 tahun 1950 dan
peraturan dalam Staatsblad 1$33 No. h?h,

Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 15 Pebruari 1952;

Mengingat

Mendengar

Memutus kan:

Dengan membdtalkan peraturpn Pemerintah Re.I. dahulu No.l7 tzhun
1950 dan peraturan termuat dulam Staatsblad 1933 No, Li7ly serta segala
ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan: :

PERhTUhnN PEMERINTAH TEWIANG DAFTAR SUSUNAN PaNInaAT DAN LWENaIKAN PaNG=
KAT Pegawal Negeri, :
Pasal 1.

Jang dimakstdkan dengen pegawsi degeri dalam peraturan ini ialah
pegawai Yegerl tetap dan jang tidak tetap.

Pasal 2,

Daftar susunan pangkat diadakan untuk golonganZ pegawail Jang akan
ditentukan oleh tilap?2 “enteri untuk kementeriannja masing?2 dengen me-
ngingat ketentuan dalam pasal 1% peraturan ini,

Pasal 3,

Dalam daftaer susunan pangkat termasuk pegawai Yegeri Jang beker=
dja dalam djabatan Jang sama alam satu Iementerlqn/Dj”wct“n/ .antor
dan/atau bagiannje dan dalam " jawatazn/tantor dan bagiannja termasuk
Pemerintah n?ung,bmlk untuk seluruh, maupun untuk daerah,

Pasal li.

Tiap2 pembesar jang berhsk menganglat den memborhontilkan pepawal
monurut peraturan jang berlaku, menstaplkan dan ment jatat perobahan2
dalam daftar susunan pangkat,

(1) Daftar susunan pangkat itu terbuka untuk pegawai2 jang berkepen=-
tingan;

(2) Tiap? putusan tentanc penempatan dalam daftar agusunan pangkat o=
leh pembesar jang berwadjib, diberitahukan kepada pegawal jang
berkepentingan dan djike pegawai itu dulam daftaer susunan pang-
kat ditempatkan diatas pegawaiz? lain, maka pcmuuﬂﬁuﬂuuﬂ“ itu di-
sampaikan djuga kepada mevekaéJunj tempatnja albdduﬁﬁJi.

Pasal

(1) Pegawail Negeri ditempatﬂan dalem daftar susunan pangkat untuk
djabatannja sesudah ia diangikat dalam pangkal itu.

(2) Ajat 1 diatas tidak berlaku untuk pegaws! jong btuat kepentingan i
d jawatan diserahi mewaltili djabatan untul forert.rs wakbu berhu=
bung dengan akan ditetapkannja mendjabat jony passi

Parnal Z;

e e e

Penetapan tempat delam dartar susunan pangkat didjaluhkan menurat
pasal?2 8 dan 9 peraturan ini. e
Pasal 8.
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Pasal 8,

Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didasarkan atas
t pengangkatan;

Djika dua orang pegawail atau lehih diangkat dalam djabatan jang
sama pada hari bulan jang same, maka mereka berturut-turut di-
tempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan nomor dar=-
rl surat2 putusan Jang bersangkutan;

Djika dua orang pegawai atau lebih dengan satu surat putusan die-
angkat dalam djabatan jang sama, maka mereka berturut-turut di-
tempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan dalam
putusan tsbe

Djika dua orang pegawal atau lebih[hari jang sema atau dengan
satu surat putusan dinaikkan pangkatnja dalam djabatan jang sa=
ma, maka merska ditempatkan dalam daftar susunan pangkat baru
menurut urutan dalam pangkat jang lama; A mulal

Apabila kepentingan djawatan memerlukan,penetapan tempat dalam
daftar susunan pangket dapat djuga disandarkan atas alasan lain
seperti hasil penempuhan udjian djabatan, satu sama lain dengan
persetud juan Kepala Kantor Urusan Pegawail;

Dalam hal kenaikan pangkat jang setingkat lebih tlinggili dengan
susunan pangkat sendiri, jang berkepentingan ditempatkan dibawah
sendiri dalam daftar susunan pangkat baru itu, ketjuali jJjang
ditentukan dalam ajat 7 dibawah;

Pegawal Jang pada seat ia memenuhi sjarat2 untuk diangkat dalam
djabatan jang lebik tinggi tidak dapat bersedia denpan sepera
untuk diangkat karend kepentinvan'“egara atau berhalangen karena
istirahat, dilampaui oleh temannja jang dalam daftar susunan
parigkat berada dibawahnjaj bilamana ia dikemudian hari diangkat,
dalam daftar susunan pangkat dalam djabatan jang lebih tinggil
itu ia diberi tempat diatas temannja tersebut;

Pegawal jang ditempatkan kembali dalam djabatannja semula karena
tidak tjakap, diberi tempat semula dalam susunan pangkat.
Rasal 9.

Penund jukan tempat dalam daftar susunan pangkat dilakukan oleh
pembgsar jang berhak mengangkat menurut peraturan jang berlaku,.

Terhadap penundjukan ini, baik pegawai Jang berkepentingan, mau=-
pun pegawal lainnja kalau merasa diruglkan, dapat minta pengadl=
lan kepada pembesar jang leoih atas,

Djika pembesar jang berwadjib itu Menteri atau Pembesar jang
tertinggi, maka permintaan pengadilan diadjukan kepada berturute
turut Dewan Menteri dan Menteri Urusan Pegawai,

Pasal 10,

Djlka Pegawal Negeri diberhentikan dari pekerdjaan atau djabatan

Negeri, maka 1a dihapusken dari daftar susunan Pangkat jang bersangku-
tan, ketjuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1.
2

Se

(1)

pemberhentian untuk sementara waktu daril pekerdjaan menurut aturen
jang berlakus

pemberhentian dengan hormat diberi uang tunggu ket juali karena ti-
dak tjakap, menurut aturan jang berlakuj

istirahat dalam dan luar Negeri diluar tanggungan Negara menurut
peraturan jang beylaku.

Kenaikan pangkat pegawai Jjang termuat dalam daftar susunan pang-
kat untuk djabatan jang setiﬁgkatétinggi, apabila pangkat ini bue
kan djabatan pilihan, didasarkan atas pertimbangan, bdhwn apa-
bila memenuhi s jarat ket jakapan,pegawail jang dalam daftar susunan
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pangkat mempunjai tempat lshih tinggi didehulukan dari pada temannja
jeng tempatnja dibawahnja;

(2) Kenaikan pangkat untuk djabatan pilihan didaserkan atas pertime
bangan bahwa pegawai jang paling tjakap didahululan,
Passl 12,

Djabatan2 jang termasuk djabatan pilihan tersehut pasal 11,di-
tetepkan oleh tiap2 Kementerian atau ugawatﬂn/KﬂntOP termasuk Femg=
rintah Agung dan Badsn? Pemerintanaen tinggl dengen permus jawaratan
Menteri Urusen Pegawai,

Pasal 17

Peraturan ini tidak berisku urtuk pegawall2 jang mempunjai aturan
chusus tentang daftar susuncn pangkat dan kenaikanpunpkhis
P& b L1 14 .

Penglaksanaan s¢land jutnja peraturan ini dltetapﬁun olch tiap2 Men-
teri untuk Kementeriannja masingz?,.
Pgasl 15,

e et vt

1

Peraturaen Pemerintah ini mulail berlaku pada hari diundangkain.

=

Agar setiap oreng dapat mengetahuinja, memerintahkan pengunda-
ngan Peraturan Pemerlntah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia,

Ditetaplian di Djakartq
pade tanggal 20 Pebruari 1952,
PRESIDEN REPUBLIh INDOLKSIA,

Diundangkan SOERaRNC
Fada Congaile e s e AR TR PENTERT URUSAN PECAWAI,
MENTERI KEHARIMAN, ttd
SOERO0SQ

MOHLMMAD NALSROEN
LEM 3.RaN NEGALL NO41lp TLHUN1S52.-
==00N0Q ==
EEND IBE L LS AN
PERLTTRAN PEMERINTLH NO, 9 WAHUN 1952,

THN l_{;hﬁ'
DLAPTLR SUSUNAN PANGRAT DI N "‘;‘l"n_‘.‘-[iuxj\‘ PLNGLT PEG A .N.t‘-l(yb‘l.l.l
Seperti ternjata dari pertimoanOfnrJ mate maksud 2eraturan Pes

merintah ini ialah untuk menghentiken kCudu.n, belwa pade waktu ini
berlaku dua peraturan, mensenai hel dafter susunen pangkat dan ke-
naiken pangkat.

Sebagai dasar peraturanZ ini, dieambil Feruturan Pemcerintah R.I,.
bentulc lama No,1l7 tahun 1950, Perbedaan dengan Peraturan tersebut
hanjea terdapat Qalam setu hal, islah seperti berikut.

Menurut Pera an Pomerintah R.I. 1tu, maka daftor susunan pang-
kat diadalzan untuk seraua pegawal Negeri, sedang menurut Peraturan Pe-
merintah ini, daftar susunen pangkat itu hanja diadaken untuk golo-
ngans pegawai Jang akan ditundjuk oleh tiape-tiap Menteri untuk Kemen-
teriann ja mas 1n52 mengingat keperluannja.

Perobahan ini dipemdang lebih sesual dengan kemungkinan2nja pa-
da penglaksenaan Peraturan ini,

Perbedaan lein tidak terdapat,

~=000N000~~
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pangkat mempunjai tempat lehih tinggi didehulukan dari pada temannja
jeng tempatnja dibawahnja;

(2) Kenaikan pangkat untuk djabatan pilihan didaserkan atas pertime
bangan bahwa pegawai jang paling tjakap didahululkan.
Pasal 12,

Djabatan2 jang termasuk djabaten pilihan tersehut pasal 11,di-
tetapkan oleh tiap?2 Kementerian atau ¥jawatan/Kantor termasuk Femc=
rintah Agung dan Baden? Pemerintahan tinggi dengen permus jawasratan
Menteri Urusan Pecgawai,

Peraturan ini tidak berisku uptuk pegawaiz2 jang wmempunjai aturan
chusus tentang daftar susuncn pangliat dan kenaikarpunpkhith :
Pasal ll

Penglaksanaan sclandjutnja peratur n ini dlt@taQKuﬂ olch tiap2d men-
terl untuk Kementeriannje masing?,
Pagel 150

e

Peraturan Pemerintah ini mulail berlaku pada heri diundangkai.

Agar setiap oreng dapat mengetahninja, memerintahkan pengunda=-
can Peraturan Pemerintah ini dengen penempatan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesiea,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal Z0 Pebruari 1952,

PrRESIDEN REPUBLIN INDORESIA,

Diundangkan SOEKaRNC
; o VLT O s an2, 3 e, ) )
bl b g R L LENTERT URUSAN PEGAWAI,

MENTERI KEHARIMAN, ttd
SOEROSQ

MOHLMMAD NWASROLHN

LEMA.RaN NEGALL HO41ll PLHUN1952,-
-=00NO0~=

PENDJIJIELLS LN

PERLTTRAN PEMERINTLH NO, 9 TAHUN 1952,
TENTALT

DaFTLR SUSUNAN PaNGEAT DN KBNLTEKLN PoNGhaT ?H?Lg;} NEGERT Y

Sepertl ternjata dari pertimbantenn j&, mic. maksud Scratcuran Pe-
merintali ini lalah untuk merghentikan keadaesn, behws pade waktu ini
berlaku dua peraturasn, menjenal hel daftar susunen pangkat dan ke
nalken pangkat,

Sebagai dasar perauur;nz inil, diambil Feruturan Pe mcrlntan RsI
bentul¢ lamw No,17 tahun 1950, Perbedaan dengan Peraturan tersebut
hanja terdepat dalam sstu hal, iaclah seperti berikut.

Menurut Peraturan Pemerintaeh R.I. 1tu, maka dafter susunan pang-
kat diadaltan untuk semua pegawal Negeri, sedang menurut Peraturan Pe-
merintah ini, daftar susunen pangkat itu hanja diadaken untuk goloe-
ngan2 pegawal jang akan ditundjuk oleh tilap=-tiap Menteri untuk Kemen=
teriannja masinge mengingat ko,erluannja.

Perobahan ini dipcndang lebih sesual dengan kemungkinan2nja pa=-
da penglakseanaan Peraturan ini.

Perbedaan lain tidak terdapat.
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